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PENUTUP

1. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa
Pemberian sertipikat hak milik atas tanah ( karena jual beli ) telah
memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum berdasarkan
Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 di Kabupaten Banggai Sulawesi
Tengah. Hal ini terbukti bahwa sebagian besar pemegang sertipikat hak
milik atas tanah tidak mendapat keberatan dari pihak ketiga dan meskipun
ada beberapa yang mengajukan keberatan yang ternyata pihak ketiga tidak
dapat membuktikan sebaliknya.

2. Saran.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka saran yang dapat
diberikan yaitu, ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat
Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai, untuk terus meningkatkan
kepercayaan pemegang hak milik atas tanah terhadap pemberian sertipikat
hak milik atas tanah karena jual beli dan memberikan berbagai kemudahan
dalam hal biaya maupun informasi bagi pemegang hak milik atas tanah
yang akan mendaftarkan tanahnya untuk memperoleh sertipikat hak milik

atas tanah khususnya karena jual beli.
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Pembagian Wilayah

No | Kecamatan Presentase =~ Terhadap | Banyaknya | Banyaknya
Luas Kabupaten Desa Kelurahan

1. | Toili* 10,16 26 -

2 | Toili Barat 10,27 16 -

3. | Batui 14,37 14 5

4. | Bunta 8,51 23 2

5. | Nuhon 11,44 17 -

6. | Kintom 5,36 12 2

7. | Luwuk 5,36 K} 10

8. | Luwuk Timur 2,24 9 -

9. | Pagimana 11,33 35 3

10. | Bualemo 8,91 16 -

11. | Lamala 4,62 18 -

12. | Masama 2,39 11 -

13. | Balantak 5,03 26 1
Jumlah 100 234 23

Data Primer : Tahun 2007/2008




Jumlah dan kepadatan penduduk

No | kecamatan Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk
Per desa Per Km2
1. | Toili 46.050 1.771 47
2 Toili Barat 20.177 1.261 20
3. | Batui 25.661 1.351 18
4. | Bunta 31.386 1.255 38
5. | Nuhon 16.824 990 15
6. | Kintom 12.977 927 25
7. | Luwuk 63.587 3.028 123
8. | Luwuk Timur 10.905 1.212 50
9. | Pagimana 24.191 637 22
10. | Bualemo 16.703 1.044 19
11. | Lamala 12.707 706 28
12. | Masama 10.782 980 47
13. | Balantak 13.974 517 29
Jumlah 305.897 1.190 32

Data Primer : Tahun 2007/2008
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No. Mhs.
Alamat Instansi
Judul Penelitian

Wakiu

Lokasi

YENNY HOSEN

9223/H

JI. Mrican Baru 28 Yogyakarta

PEMBERIAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH (KARENA JUAL BELI) DALAM
MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM BERDASARKAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DI KABUPATEN LUWUK
SULAWESI TENGAH

15 November 2008 s/d 15 Maret 2009
Kab. Luwuk
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